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ABSTRACT 

This study aims to understand the role of regional financial management policies and their 

implications for regional governance. This study uses a literature review method by examining 

various scientific articles discussing regional financial policies, budget management, and 

governance practices. The results of the discussion indicate that regional financial management 

policies not only function as technical guidelines for budget management but also as an 

important instrument in building orderly and directed governance. The quality of budget 

planning, flexible yet controlled implementation, and effective oversight are key factors 

influencing the accountability and efficiency of regional financial management. Furthermore, 

consistent policy implementation encourages transparency and strengthens the institutional 

capacity of regional governments, despite the challenges of differences in resource capabilities 

and regional fiscal conditions. Overall, regional financial management policies play a strategic 

role in strengthening regional governance and supporting public interest-oriented governance. 
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PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah 

daerah dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas 

pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah tidak hanya berfungsi 

sebagai alat pembiayaan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Faisol & Yandri Radhi Anadi, 2022; Manopo et al., 

2019; Rahman & Saputra, 2022). 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan menjadi semakin luas. Daerah diberikan ruang untuk menyusun anggaran, 

mengalokasikan belanja, serta mengelola pendapatan sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik wilayah masing-masing. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pengelolaan 

keuangan yang jelas dan terarah agar kewenangan yang dimiliki dapat dijalankan secara 

bertanggung jawab dan selaras dengan tujuan pemerintahan daerah (Faisol & Yandri Radhi 

Anadi, 2022; Manopo et al., 2019; Rahman & Saputra, 2022; Sugianto et al., 2020). 
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Kebijakan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam membentuk 

tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan 

prinsip, mekanisme, dan arah pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman dalam 

pengambilan keputusan. Ketepatan kebijakan ini berpengaruh pada bagaimana anggaran 

direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Agres et al., 2025; Fitria et al., 2025; Witono et al., 

2021). 

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya 

memperkuat tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik menuntut adanya kejelasan peran, 

keteraturan prosedur, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, 

kebijakan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai 

instrumen untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tertib dan terarah (Rahman & 

Saputra, 2022; Septariani, 2018). 

Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah turut memengaruhi hubungan antara 

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Kejelasan kebijakan membantu 

menciptakan keselarasan antara perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan 

pelaksanaan program. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih 

sistematis dan mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan 

(Nurhayati, 2017; Rahman & Saputra, 2022). 

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah menjadi penting untuk memahami implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan 

daerah. Pemahaman ini diperlukan agar pengelolaan keuangan tidak hanya dilihat dari sisi 

administratif, tetapi juga dari perannya dalam membentuk praktik pemerintahan yang tertata, 

konsisten, dan berorientasi pada pencapaian tujuan daerah. Dengan latar belakang tersebut, 

kajian ini diarahkan untuk menelaah hubungan antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

dan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih menyeluruh. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan artikel-

artikel ilmiah yang membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola 

pemerintahan daerah. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional maupun internasional 

yang relevan dengan topik, baik yang membahas aspek kebijakan, manajemen keuangan 

daerah, maupun implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Artikel-artikel tersebut 

dijadikan rujukan untuk memahami berbagai pandangan, konsep, serta perkembangan 

pemikiran mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka kebijakan publik. 

Informasi yang terkandung dalam artikel-artikel tersebut kemudian digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun pembahasan secara sistematis mengenai keterkaitan antara kebijakan 

keuangan daerah dan praktik tata kelola pemerintahan daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah 

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kebijakan yang mengatur pengelolaan 

keuangan daerah menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, 

menggunakan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang dimiliki. Melalui 

kebijakan tersebut, arah pengelolaan keuangan diharapkan selaras dengan tujuan pembangunan 

daerah dan kebutuhan Masyarakat (Manopo et al., 2019; Rahman & Saputra, 2022; Safriani, 

2017). 
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Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, 

tetapi juga sebagai instrumen tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini mengatur bagaimana 

anggaran disusun, bagaimana prioritas ditetapkan, serta bagaimana pengawasan dilakukan. 

Dengan kerangka kebijakan yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk 

menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan sekaligus menghindari penyimpangan dalam 

pelaksanaannya (Lestari & Hutagaol, 2023; Norhadijah et al., 2023; Zaenudin & Hamdani, 

2023). 

Hasil telaah terhadap berbagai artikel ilmiah menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang 

baik memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih terarah sesuai 

kebutuhan daerah. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan 

penggunaan anggaran tidak optimal dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan 

pembangunan daerah (Ahmad Nurrafi’ Arfitsani & Ananta Prathama, 2025; Maulida & 

Zulkarnain, 2025; Wijayanti et al., 2025; Yuliana Heydemans et al., 2025).  

Selain perencanaan, pelaksanaan anggaran menjadi tahap yang menentukan efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan ruang bagi pemerintah 

daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan kondisi yang berkembang. 

Fleksibilitas ini penting agar daerah dapat merespons kebutuhan yang muncul tanpa harus 

keluar dari kerangka aturan yang berlaku. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap 

memerlukan pengendalian yang memadai agar tidak menimbulkan ketidakteraturan dalam 

pengelolaan keuangan (Mariana Natalia Tri De Wieke Jiman et al., 2025; Ngw & Rozikin, 

2024; Pappa et al., 2023; Rahman & Saputra, 2022; Sitanggang, 2025). 

Aspek pengawasan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan 

anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai 

literatur yang dikaji, pengawasan yang efektif membantu memperkuat akuntabilitas pemerintah 

daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

(Alessandro Orno et al., 2025; Batubara & Risna, 2020; Kurniawan Sarototonafo Zai & 

Cardinal Pranatal Mendrofa, 2023; Muhtar et al., 2021; Safriani, 2017; Tasik et al., 2024). 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berimplikasi langsung terhadap 

transparansi pemerintahan. Ketika kebijakan diterapkan secara konsisten, informasi mengenai 

perencanaan dan penggunaan anggaran dapat disampaikan secara lebih terbuka kepada 

masyarakat. Transparansi ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik 

karena memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola 

(Lestari Sitorus et al., 2025; M. Rizki Maulidi et al., 2025; Suryana & Akla, 2020). 

Implikasi lain dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah terlihat pada peningkatan 

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan 

baik, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem administrasi, meningkatkan kompetensi 

aparatur, serta menata prosedur kerja yang jelas. Penguatan kapasitas ini berkontribusi pada 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan terstruktur (Amaruddin et al., 2025; 

Budiharjo et al., 2025; Canales et al., 2025; Herman Lawealai et al., 2021; Priono et al., 2019; 

Sabnur et al., 2025). 

Di sisi lain, kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga menghadapi berbagai 

tantangan dalam implementasinya. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia, kondisi 

fiskal daerah, serta kompleksitas regulasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas 

kebijakan tersebut. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah memerlukan penyesuaian yang berkelanjutan agar tetap relevan dengan kondisi daerah 

(Azlina et al., 2020; Farida et al., 2023; Karina et al., 2023). 
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Hubungan antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan 

terlihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong akuntabilitas dan efisiensi. 

Ketika kebijakan dijalankan dengan baik, proses pemerintahan menjadi lebih tertata dan 

penggunaan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan 

daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan bukan sekadar urusan 

administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemerintahan (Asep Hikmat 

& Ismanudin, 2024; Karina et al., 2023; Priono et al., 2019). 

Jadi, hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan daerah. Kebijakan yang 

jelas, didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik, dapat memperkuat 

akuntabilitas serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan 

keuangan daerah menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang tertib, 

transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

berperan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban anggaran, sekaligus sebagai instrumen tata kelola pemerintahan. Hasil 

pembahasan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan yang terarah, 

pengawasan yang efektif, serta penerapan transparansi menjadi faktor utama dalam 

mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kebijakan 

tersebut mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, meskipun dalam 

pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Secara keseluruhan, kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola 

pemerintahan daerah yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. 
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